KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan
personalia Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/SDM.05.5-
SPt/04/2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala
Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi
Bengkulu;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun

2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem
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Mengingat

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.
Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir
dalam Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
meliputi penggantian personil Tim Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

: Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

jdih.kpu.go.id/bengkulu



> |
D

g

A

%)
oA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN
PROVINSI

BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
1. | RUSMAN SUDARSONO KETUA KPU PENGARAH
2. | EMEX VERZONI ANGGOTA KPU PENGARAH
3 KEMAS MOHAMMAD AJIR SEKRETARIS KPU PENANGGUNGJAWAB
KABAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
4. | OKTAN HUZAEIRY PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN KETUA
MASYARAKAT, HUKUM & SDM
5. | SUDIRMAN KABAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK ANGEOSA
Plt. KABAG PERENCANAAN, DATA &
6. | MARTONI INFORMASI ANGGOTA
7. | HAFIZ UMAR KASUBBAG HUKUM & SDM ANGGOTA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
8. | M. BENNY EKA PUTRA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN ANGGOTA
MASYARAKAT
9. | AZMIYATUN KASUBBAG PERENCANAAN ANGGOTA
10. | RONNY NOVANDA KASUBBAG KEUANGAN ANGGOTA
11. | ANGKY GALATY KASUBBAG UMUM & LOGISTIK ANGGOTA
12. | YUNITA DIKA FITRI KASUBBAG DATA & INFORMASI ANGGOTA
STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN
13. | WIDIARTI PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN OPERATOR
MASYARAKAT
STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN
14. | SUGIONO PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN OPERATOR

MASYARAKAT

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI  BENGKULU PROVINSI BENGKULU
Kepalei Bagian Teknis Penyelenggaraan ’
Pemili-Partisipasi, Hubungan Masyarakat, ttd.

/ Hillegnh geth SDM,

3\ RUSMAN SUDARSONO
EKRET! g

2
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